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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 03 TAHUN 2012 
TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang 
 
            
 
 
 
Mengingat 
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 
(4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f dan Pasal 10 ayat 
(4) huruf f  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu 
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan 
Keuangan; 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 3890, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara ( (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4836); 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4914); 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang 
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN 
KEUANGAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi  informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah 
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Arsip Keuangan adalah Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan/fiscal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban. 

3. Pengelolaan arsip Keuangan adalah Kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. 

4. Jadwal Retensi Arsip adalah Daftar yang berisi sekurang-kurangnya 
jangka penyimpananya atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang 
berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, 

12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 

14. 
 

15. 
 
 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
sebagaimana diubah dengan  Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 
2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 
Umum, sebagaimana diubah dengan  Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009; 
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip 
Keuangan; 
Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 05 Tahun 2007, Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Jadwal Retensi arsip Kepegawaian Pegawai 
Negeri Sipil dan Pejabat Negara;  
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